PERJANJIAN KERJASAMA

ANTAR
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

TENTANG

RUMAH SAKIT PENDIDIKAN SATELIT
BAGI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Nomor : B/23069/UN23.11/HK.07.00/2022
Nomor :019.6 / 07715 / VIIT / 2022
Nomeor :019.6/22979/16.8

Pada hari Senin tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua
(01-08-2022) yang bertandatangan dibawah ini:

1. Dr. dr. MM Rudi Prihatno, M.Kes, M.Si.Med, Sp.An-KNA :
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman
berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman
Nomor 435/UN23/KP.08.01/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Scedirman yang
berkedudukan di Jalan dr. Gumbreg No.1 Mersi Purwokerto Timur,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK PIHAK PIHAK
KESATU KEDUA KETIGA

2 5 | 9

Halaman 1 dai 33 halaman



2. dr. Untung Gunarto, Sp.S.M.M.

Selanjutnya PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang
secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut
PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama penyelenggaraan pendidikan,
penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu kedokteran yang
meliputi Aspek Medikolegal, Sumberdaya Manusia, Pendanaan dan Sarana
Prasarana serta Managemen Pendidikan dengan ketentuan sebagaimana

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo
berdasarkan Surat Keputusan No. 821.2/19/2022 tanggal 14 Januari
2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo yang
berkedudukan di Jalan dr. Gumbreg No.1 Berkoh Purwokerto Selatan,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dr. Moch. Ichlas Riyanto, M.M

Direktur RSUD Cilacap, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cilacap
Nomor 821.2/030/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang
Pengangkatan/Penunjukan Saudara dr.Moch Ichlas Riyanto, M.M. NIP
19680102 200212 1 007 Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Kabupaten Cilacap,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum
Daerah Cilacap yang berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No.28
Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, selanjutnya
disebut PIHAK KETIGA.

diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

Dasar hukum perjanjian kerjasama ini adalah:

1.

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit
Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Organisasi
Perangkat Daerah:

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 seri D
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Teknis Tata Cara Kerjasama;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama;

Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomor
PER/17/M.PAN/9/2008 tentang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik
Klinis dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan
Kedokteran;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada
Perguruan Tinggi;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 78/PMK.02/2019
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1069/MENKES/XI/2008 tentang Pedoman, Klasifikasi, dan Standar
Rumah Sakit Pendidikan;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tarif
Pelayanan pada RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah;
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20. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 059/76/2008 tentang
Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono
Soekarjo;

21. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 120 Tahun 2016 tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Cilacap yang telah diubah dengan Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 120 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap ;

22. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 13 Tahun 2015
tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya Universitas Jenderal Soedirman

23. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 32 Tahun 2019
tentang Pedoman Kerjasama di Universitas Jenderal Soedirman

24. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Standar Kompetensi Dokter Indonesia;

25. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia;

PASAL 2
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Fakultas Kedokteran adalah Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal
Soedirman Purwokerto yang menyelenggarakan pendidikan profesi
dan/atau vokasi di bidang kedokteran,;

2. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang
selanjutnya disebut RSMS adalah rumah sakit umum milik Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah , yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan,
yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat dan pelayanan kesehatan secara terpadu
dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan
pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi;

3. Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap yang selanjutnya disebut RSUD
Cilacap adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Kabupaten Cilacap
yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, yang mempunyai fungsi
sebagai tempat pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat
dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan
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10.

11.

12.

13.

14.

kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya
secara multiprofesi.

Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah rumah sakit umum yang
digunakan Fakultas Kedokteran UNSOED untuk memenuhi seluruh atau
sebagian besar kurikulum guna mencapai kompetensi di bidang
kedokteran;

Rumah Sakit Pendidikan Satelit adalah rumah sakit umum yang
digunakan Fakultas Kedokteran UNSOED guna mencapai kompetensi
tenaga kesehatan di bidang kedokteran

Program Pendidikan adalah Program Pendidikan Dokter, Dokter Spesialis,
Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas
Jenderal Soedirman;

Peserta Program Pendidikan adalah peserta didik Program Pendidikan
Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis Fakultas
Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman;

Pembelajaran Klinik adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen
dan sumber belajar di lingkungan rumah sakit;

Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk
memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode
ilmiah yang dilakukan oleh peserta program pendidikan;

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan Rumah
Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo dan Rumah Sakit Umum
Daerah Cilacap untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan,
mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan
perorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat;

Dokter Pendidik Klinis adalah dokter di RSMS Purwokerto dan RSUD
Cilacap yang diangkat sebagai dosen berdasarkan Surat Keputusan
Rektor UNSOED dalam penyelenggaraan Tri Dharma Peguruan Tinggi di
Rumah Sakit.

Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti
tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter
yang telah diregistrasi;

Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis
yang diberikan pemerintah kepada dokter yang akan menjalankan
praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan;

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang selanjutnya
disingkat MKDKI adalah lembaga otonom dari Konsil Kedokteran
Indonesia yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen;
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15. Dokter Penanggungjawab Pelayanan yang selanjutnya disingkat DPJP

adalah staf medis rumah sakit yang bertanggung jawab atas pelayanan
medis pasien yang pengaturannya sesuai dengan penugasan klinis
(clinical appointment).

16. Tim Koordinasi Pendidikan adalah tim yang dibentuk oleh Direktur

17.

18.

19.

bersama Pimpinan institusi pendidikan untuk melaksanakan koordinasi
terhadap seluruh proses program pendidikan, penelitian dan pelayanan
kesehatan di RSUD Cilacap.

Komite Koordinasi Pendidikan yang selanjutnya disebut sebagai
Komkordik adalah unit fungsional yang berkedudukan di Rumah Sakit
yang dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit Pendidikan Utama Rumah
Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo bersama Pimpinan
Institusi Pendidikan Dekan Fakultas Kedokteran Unsoed.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk
terselenggaranya Program Pendidikan.

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya program pendidikan antara lain ruang diskusi dan
ruang jaga.

PASAL 3
DASAR DAN TUJUAN

. Perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan atas iktikad baik, saling

membantu dan saling menguntungkan dalam bidang pendidikan,
penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta pelayanan di bidang
kesehatan;

. Tujuan kerjasama ini adalah:

a. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan, pendidikan,
penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan;

b. Meningkatkan dan mengembangkan mutu dan profesionalisme
pelayanan Kkesehatan di Rumah Sakit yang berorientasi pada
kepuasan dan keselamatan pasien;

c. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia PARA PIHAK;
dan

d. Membina hubungan professional PARA PIHAK secara institutional
sesuai aturan yang berlaku.
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PASAL 4
RUANG LINGKUP

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, serta
Pelayanan Kesehatan, yang dilakukan berdasarkan:

a.

b.

Standar profesi dan standar pelayanan serta etika kedokteran yang
berlaku;

Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan
khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan atau praktik
kedokteran;

Peraturan Internal yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK KEDUA dan
PIHAK KETIGA;

Peraturan akademik dan tata tertib yang berlaku bagi Peserta Didik
dan/atau Dosen FK dan Dokter Pendidik Klinis;

Kurikulum yang disusun oleh PIHAK KESATU dan Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan yang disusun oleh KOMKORDIK;
Praktik Klinik, Praktik Bimbingan/technical asisstan, pelatihan,
magang, penelitian dan pengabdian masyarakat di RSMS dan RSUD
Cilacap sesuai tatacara yang disepakati PARA PIHAK.

2. Pengembangan pelayanan profesi unggulan tertentu di Rumah Sakit yang
kriteria serta jenis pelayanannya akan ditentukan lebih lanjut oleh PARA
PIHAK;

3. Ruang lingkup jurusan/program studi adalah Pendidikan Dokter,
Pendidikan Dokter Spesials, Pendidikan Dokter Gigi, Pendidikan Dokter
Gigi Spesialis yang kriteria serta jenis program pendidikannya akan
ditentukan lebih lanjut oleh PARA PIHAK;

PASAL 5
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

PARA PIHAK mempunyai tanggung jawab bersama dalam hal:

1. Menyelenggarakan pelayanan profesi kepada masyarakat dan
melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian dan pengabdian
masyarakat;

2. Peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan profesi kepada
masyarakat secara merata dan terjangkau melalui penyelengaraan
pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengembangan sumber daya
manusia ilmu pengetahuan dan teknologi;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk proses
belajar mengajar bagi Peserta Program Pendidikan sesuai Standar Rumah
Sakit Pendidikan;

Merencanakan, menetapkan dan melaksanakan ketentuan tentang
disiplin kerja serta sistem penghargaan dan sanksi (reward and
punishment system) bagi sumber daya manusia yang terkait dalam
penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian;

Melakukan pembimbingan, supervisi dan penilaian terhadap peserta
program pendidikan;

Menetapkan persyaratan kepada peserta didik untuk memiliki asuransi
kesehatan dan kecelakaan kerja;

Memberikan perlindungan hukum bagi Peserta Didik dalam menjalankan
pelayanan kesehatan;

Memberikan pembinaan dan sanksi kepada peserta didik yang terindikasi
melakukan pelanggaran etik, disiplin dan hukum;

Mengatur pengiriman peserta didik untuk melakukan pendidikan,
pelatihan, dan penelitian ke Rumah Sakit sesuai kesepakatan PARA
PIHAK;

Menentukan kuota bimbingan atau daya tampung PIHAK KEDUA dan
PIHAK KETIGA untuk pembimbing klinis agar proses pendidikan dan
pelayanan berjalan secara optimal dengan mengutamakan kepentingan
dan keselamatan pasien/klien;

Kuota peserta program pendidikan dokter ditetapkan dengan
perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa 1:5 (satu banding lima), serta
jumlah kasus dan jumlah pasien, agar proses pendidikan dapat berjalan
secara optimal;

Kuota peserta program pendidikan dokter spesialis ditetapkan dengan
perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa 1:3 (satu banding tiga) agar
proses pendidikan dan pelayanan berjalan secara optimal dengan
mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien/klien;

Mengelola seluruh penyelenggaraan pendidikan profesi, pelatihan, dan
penelitian dalam rangka kerja sama;

Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama dalam menyediakan
dan mendayagunakan prasarana, dan tenaga dalam batas-batas
kemampuan PARA PIHAK;

Melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap peserta program
pendidikan, dan melakukan evaluasi dan supervisi;

Peserta didik PIHAK KESATU pada setiap jenjang dan program dapat
melakukan pendidikan, penelitian dan pelayanan di bidang kedokteran
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dan kesehatan lain di lingkungan kerja PIHAK KEDUA dan PIHAK
KETIGA;

17. Pengaturan dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku di PARA PIHAK
18. PIHAK KESATU akan mengirimkan peserta didik kepada PIHAK KEDUA

dan atau PIHAK KETIGA untuk meningkatkan kompetensi;

19. Pengiriman peserta didik kepada PIHAK KETIGA dilakukan oleh

KOMKORDIK.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak untuk:

a.
b.

Menetapkan kebijakan, persyaratan, cara dan kurikulum pendidikan;
Menetapkan kebijakan,perencanaan pendidikan, pelatihan, penelitian
serta pengembangan pelayanan kesehatan bersama PIHAK KEDUA;
Menetapkan kriteria dan persyaratan Dosen tidak tetap;

Mengusulkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA pemberian
sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Dosen tidak tetap
sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku di Fakultas;
Menentukan sanksi kepada peserta didik Fakultas Kedokteran sesuai
ketentuan yang berlaku;

Menetapkan dokter yang berasal dari PIHAK KEDUA dan PIHAK
KETIGA untuk ditugaskan sebagai dosen tidak tetap dengan
mempertimbangkan persyaratan administratif sesuai ketentuan yang
berlaku, perhitungan rasio dosen-mahasiswa, kecukupan sumber daya
manusia, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengembangan
Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman;

Memperoleh bimbingan dari dokter spesialis PIHAK KEDUA dan PIHAK
KETIGA untuk Peserta Program Pendidikan selama periode pendidikan
sesuai dengan jadwal yang telah disepakati PARA PIHAK;
Mengembalikan dosen tidak tetap yang berasal dari PIHAK KEDUA dan
PIHAK KETIGA dengan mempertimbangkan kecukupan sumber daya
manusia, sikap dan perilaku dosen tidak tetap, serta hal-hal lain yang
dapat mempengaruhi citra dan reputasi Fakultas Kedokteran
Universitas Jenderal Soedirman;

Menggunakan fasilitas/sarana/prasarana pendidikan bagi Peserta Didik
sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk
keperluan pendidikan; dan
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j.

Menentukan sanksi kepada Peserta Didik sesuai ketentuan yang
berlaku.

2. PIHAK KEDUA berhak untuk:

a.

Menetapkan jumlah dan menerima mahasiswa yang akan mengikuti
program pendidikan profesi dokter, sesuai dengan daya dukung dan
daya tampung PIHAK KEDUA;

. Menetapkan kebijakan, perencanaan pendidikan, pelatihan, penelitian,

pendanaan pendidikan dan pengembangan pelayanan profesi bersama
PIHAK KESATU;

Mengelola semua jenis penerimaan yang diperoleh sebagai akibat
penggunaan sumber daya manusia, sarana/fasilitas dan pasien rumah
sakit dalam pelayanan kesehatan untuk kegiatan pendidikan;
Mendapatkan biaya/kompensasi yang muncul sebagai akibat Kerjasama
ini;

Mendapatkan prioritas untuk mengikuti program pendidikan,
pelatihan, penelitian dan beasiswa di dalam atau Luar Negeri yang
diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;

Mengusulkan dokter yang berperan aktif dalam Pendidikan Profesi dan
berstatus sebagai pegawai rumah sakit untuk diangkat menjadi Dosen
tidak tetap;

Mengusulkan kepada PIHAK KESATU pemberian sanksi atas setiap
pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik FK dan atau Dosen FK
yang bertugas di Rumah sakit terhadap peraturan yang berlaku di
Rumah Sakit;

Memperoleh penggantian dari PIHAK KESATU atas sarana, fasilitas,
buku perpustakaan milik Rumah sakit yang rusak atau hilang akibat
kelalaian dan kecerobohan peserta didik;

PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bantuan dari pihak lain berupa
pendanaan, sumber daya manusia, peralatan, bantuan hukum, serta
sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa
sebagai tenaga kesehatan.

3. PIHAK KETIGA berhak untuk:
a. Menerima peserta didik yang akan mengikuti program pendidikan

profesi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sesuai dengan
daya dukung dan daya tampung PIHAK KETIGA;
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b. Memperoleh sarana dan prasarana pendukung untuk penyelenggaraan

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari PIHAK KESATU
yang ditempatkan di lingkungan kerja PIHAK KETIGA sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

. Mendapatkan dukungan untuk peningkatan kompetensi dosen tidak

tetap yang berasal dari PIHAK KETIGA dalam bidang pendidikan,
penelitian dan pengabdian masyarakat;

.Menerima kontribusi biaya pendidikan setiap tingkatan program

pendidikan dari PIHAK KESATU sesuai kesepakatan PARA PIHAK;

. Mengusulkan kepada PIHAK KESATU pemberian sanksi atas setiap

pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik FK dan atau Dosen FK
yang bertugas di Rumah sakit terhadap peraturan yang berlaku di
Rumah Sakit;

PIHAK KETIGA berhak mendapatkan bantuan dari pihak lain berupa
pendanaan, sumber daya manusia, peralatan, bantuan hukum, serta
sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa
sebagai tenaga kesehatan.

4. PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

a.

b.

Mematuhi ketetapan rumah sakit mengenai jumlah peserta didik yang
dapat mengikuti Program Pendidikan di Rumah Sakit;

Menyusun kebijakan dan perencanaan penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat bersama PIHAK
KEDUA dan PIHAK KETIGA;

Mengelola sumber daya dalam rangka penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat bersama PIHAK
KEDUA dan PIHAK KETIGA;

Meningkatkan kompetensi dosen tidak tetap yang berasal dari PIHAK
KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk kepentingan pendidikan, penelitian
dan pengabdian masyarakat menggunakan anggaran yang berasal dari
PIHAK KESATU;

Menyediakan bantuan sarana dan prasarana yang ditempatkan di
lingkungan kerja PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA scbagai fasilitas
pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Memberikan kontribusi biaya pendidikan setiap tingkatan program
pendidikan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sesuai
kesepakatan PARA PIHAK;

PIHAK PIHAK PIHAK
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memberikan perlindungan hukum bagi peserta program pendidikan
PARA PIHAK;

. bertanggungjawab terhadap peserta program pendidikan dalam hal

terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan atas pelaksanaan
program pendidikan.

. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

a.

Menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama PIHAK
KESATU dalam pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan dan
pengabdian masyarakat;

Menyediakan tenaga pengajar, tenaga penunjang pendidikan dan
administrasi, sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, pelatihan dan
penelitian;

. Memberikan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;

. Menyusun kebijakan dan perencanaan penyelenggaraan pendidikan,

pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta dukungan
pendanaannya bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;

. Mengelola sumber daya dalam rangka penyelenggaraan pendidikan,

pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat bersama PIHAK
KESATU dan PIHAK KETIGA;

Mengusulkan dokter yang berasal dari PIHAK KEDUA untuk dapat
ditugaskan sebagai dosen tidak tetap Fakultas Kedokteran Universitas
Jenderal Soedirman;

Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien/klien;
Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus menerus
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lain;

Menyelenggarakan jejaring pelayanan rujukan dan membina fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat pertama;

Menjalankan tata kelola organsasi dan tata kelola klinis yang efektif,
efisien dan akuntabel;

Meningkatkan fasilitas peralatan pendidikna bidang kedokteran,
kedokteran gigi, dan kesehatan lain sesuai dengan perkembangan
teknologi dan kebutuhan masyarakat berdasarkan fungsi dan
klasifikasinya;

Meningkatkan penelitian klinis dan penelitian lain dibidang kesehatan.

PIHAK PIHAK PIHAK
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6. PIHAK KETIGA berkewajiban untuk:

a. Menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit PIHAK
KESATU sesuai peraturan yang berlaku; ‘

b. Menyusun kebijakan dan perencanaan penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan, penelitian dan pengabdian inasyarakat serta dukungan
pendanaannya bersama PIHAK KESATU;

c. Mengelola sumber daya dalam rangka penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat bersama PIHAK
KESATU dan PIHAK KEDUA;

d. Mengusulkan dokter yang berasal dari PIHAK KETIGA untuk dapat
ditugaskan sebagai dosen tidak tetap Fakultas Kedokteran Universitas
Jenderal Soedirman; . -

e. Menyediakan ruang jaga peserta prograin pendidikan sesuai dengan

kemampuan;
f. Melakukan pembekalan dan orxentaSJ, pcmbinaan budi pekerti, dan
kedisiplinan.
PASAL 7
PENDIDIKAN

1. PIHAK KESATU akan mengirimkan peserta 'dic_lik kepada PIHAK KEDUA
untuk meningkatkan kompetensi;

2. PIHAK KEDUA akan i'nengirimkan peserta didik kepada PIHAK KETIGA,
untuk memenuhi kompetensi yang tidak diperoleh di PIHAK KEDUA;

3. PIHAK KETIGA akan menerima peserta didik yang dikirimkan PIHAK
KEDUA, untuk memperoleh kompetensi yang harus dicapai sesuai
kurikulum;

4. Pelaksanaan kegiatan kerjasama diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan
mengikutsertakan KSM/ Baglan/ Departemen/ unit lain yang terkait
dilingkungan PARA PIHAK; '

5. Kuota peserta program pendidikan dokter ditetapkan dengan perbandmgan
jumlah dosen dan mahasiswa 1:5 (satu banding lima), serta jumlah kasus
dan jumlah pasien, agar proses pendidikan dapat berjalan secara optimal;

6. Kuota peserta program pendidikan dokter spesialis ditetapkan dengan
perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa 1:3 (satu banding tiga) agar
proses pendidikan dan pelayanan berjalan secara optimal dengan
mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien/klien;

7.Jenis Kegiatan Pendidikan Dokter di PIHAK KETIGA, beserta kuota sebagai
berikut:

PIHAK PIHAK PIHAK
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1.

a. Ilmu Kesehatan Anak : 4 peserta didik
b. Ilmu Penyakit THT : 4 peserta didik
c. Ilmu Anesesi dan terapi Intensif : 4 peserta didik
d. Ilmu Penyakit Syaraf : 4 peserta didik
e. Ilmu Kesehatan Jiwa : 4 peserta didik
f. Ilmu Radiologi : 4 peserta didik
PASAL 8
PENDANAAN

. Biaya Praktik sesuai kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam

lampiran perjanjian kerja sama;

- Anggaran yang dibutuhkan atau biaya yang timbul dalam pelayanan

profesi di rumah sakit merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA dan
PIHAK KETIGA;

. Anggaran yang dibutuhkan atau biaya yang timbul dalam penyelenggaraan

kegiatan akademik di rumah sakit bagi peserta didik PIHAK KESATU,
merupakan tanggungjawab PIHAK KESATU;

. Anggaran yang dibutuhkan atau biaya yang timbul dalam penyelenggaraan

kegiatan penelitian oleh peserta didik dan atau Dosen PIHAK KESATU dan

atau dosen tidak tetap dapat berupa :

a. Diusahakan oleh PIHAK KESATU dan atau;

b. Diusahakan oleh peserta didik FK dan atau Dosen FK yang akan
melakukan penelitian tersebut dan atau;

c. Diusahakan oleh PIHAK KEDUA dan atau;

d. Diusahakan oleh PIHAK KETIGA dan atau;

e. Sponsor dengan sepengetahuan PARA PIHAK.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku

. Pendanaan dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
PENELITIAN

Penelitian yang dimaksud adalah Penelitian Bidang Kedokteran dan
Kesehatan yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat;

PIHAK PIHAK PIHAK
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2.

PARA PIHAK dapat melakukan penelitian dilingkungan kerja PARA
PIHAK melalui mekanisme ijin penelitian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Surat keterangan Laik Etik (Ethical Clearance) dilampirkan pada saat
pengurusan ijin penelitian dilingkungan kerja PARA PIHAK;

PARA PIHAK berkewajiban menyerahkan hasil penelitian kepada pihak
dimana penelitian dilakukan.

PASAL 10
REKRUTMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PERSYARATAN DOSEN TIDAK TETAP

1. Dokter di lingkungan kerja PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang
diusulkan untuk menjadi dosen tidak tetap Fakultas Kedokteran
Universitas Jenderal Soedirman;

2. Dibutuhkan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di
lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman;

3. Memiliki kompetensi sebagai dosen tidak tetap yang dibuktikan dengan
ijazah dan atau sertifikat;

4.Sehat jasmani, rohani, dan dinyatakan bebas narkotika, psikotropika
dan zat additive lainnya (NAPZA) oleh pihak yang berwenang;

S. Memiliki penilaian kinerja minimal BAIK.

PERSYARATAN DOKTER PENDIDIK KLINIS

1. Dokter di lingkungan kerja PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang
ditetapkan oleh PIHAK KESATU untuk menjadi dokter pendidik klinis;
2. Dibutuhkan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di
lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman dan
RSUD Cilacap;

3. Syarat sebagai pembimbing memiliki sertifikat pengajar / pendidik
klinis,

4. Syarat sebagai penguji memiliki sertifikat pengajar dan memiliki
pengalaman membimbing minimal 2 (dua) tahun.

S. Memiliki kompetensi sebagai dokter yang dibuktikan dengan ijazah,
surat tanda registrasi (STR) dan sertifikat pendukung lainnya;

PIHAK PIHAK PIHAK
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6. Memiliki kompetensi sebagai penguji yang dibuktikan dengan sertifikat
penguji ujian kompetensi mahasiswa pendidikan profesi dokter
(UKMPPD);

7. Sehat jasmani, rohani, dan dinyatakan bebas narkotika, psikotropika
dan zat additive lainnya (NAPZA) oleh pihak yang berwenang;

8. Memiliki penilaian kinerja minimal BAIK.

C. MASA KONTRAK KERJA DOSEN TIDAK TETAP DAN DOKTER
PENDIDIK KLINIS

Masa kontrak kerja dosen tidak tetap dan dokter pendidik klinis berlaku
selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi
kinerja dan kebutuhan sumber daya manusia.

PASAL 11
KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

1. Dalam rangka meningkatkan mutu profesionalisme pelayanan, pendidikan,
penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan sumber daya
yang dimiliki, PARA PIHAK dapat mengadakan kerjasama dengan pihak
lain dari institusi pendidikan maupun non pendidikan yang berasal dari
dalam dan luar negeri;

2. Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
dalam Pasal ini, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

PASAL 12
PEMBENTUKAN KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN

A.KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN

1. Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) berkedudukan di
lingkungan kerja PIHAK KEDUA sebagai Rumah Sakit Pendidikan
Utama;

2. KOMKORDIK dibentuk dengan tujuan koordinasi dan sinkronisasi
kegiatan pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Rumah
Sakit Pendidikan Satelit;

3. Ketua KOMKORDIK berasal dari unsur Direksi PIHAK KEDUA sebagai
Rumah Sakit Pendidikan Utama;

PIHAK PIHAK PIHAK
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Wakil ketua KOMKORDIK adalah Ketua Program Pendidikan Tahap
Profesi (PPDTP) Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman;
Anggota KOMKORDIK berasal dari perwakilan PARA PIHAK, dan rumah
sakit pendidikan satelit lainnya;

KOMKORDIK dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat.

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMKORDIK

1.

2.

Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di
Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Satelit;

Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan
pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;

Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang
diperlukan peserta didik;

Membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang
penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang
kedokteran, dan kesehatan lainnya;

Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh
mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik, serta dosen dan
penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran
klinik peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan;

Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen
atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang
dilakukan di jejaring Rumah Sakit Pendidikan dan/ atau yang terkait
dengan sistem rujukan;

Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses
pembelajaran klinik peserta didik;

Melakukan pendampingan terhadap Rumah Sakit Pendidikan Satelit,
puskesmas dan wahana pendidikan lainnya; dan

Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada direktur Rumah Sakit
Pendidikan Utama dan pimpinan Institusi Pendidikan.

PASAL 13
PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh PARA PIHAK yang bersifat
insidentil, dapat melibatkan peserta didik dan atau dosen klinis dan atau
SDM lain dari PARA PIHAK;

PIHAK PIHAK PIHAK
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2. Bahwa ketentuan pada ayat (1) tersebut diatas dilakukan berdasarkan
persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 14
TANGGUNG JAWAB HUKUM

1. Semua kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan dan
pengembangan program pendidikan dokter, PARA PIHAK wajib
menjunjung tinggi kode etik profesi, nilai-nilai dan budaya kerja yang
berlaku dimasing-masing PIHAK;

2. Apabila dalam menjalankan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) dalam Pasal ini menimbulkan akibat hukum yang mewajibkan
adanya tanggung jawab hukum pada institusi, maka PARA PIHAK
bersepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat;

3. Apabila penyelesaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dalam
Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK mempunyai tanggung jawab
hukum yang sama secara tanggung renteng.

PASAL 15
PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN

1. PARA PIHAK bertanggungjawab terhadap pelaksanaan mutu pelayanan,
pendidikan, dan penelitian dalam rangka pendidikan klinis di Rumah Sakit
Pendidikan yang dilakukan secara internal dan eksternal.

2. Pengendalian mutu secara internal di implementasikan dalam pemenuhan
standar Rumah Sakit Pendidikan.

3. Pengendalian mutu secara eksternal dilakukan melalui proses akreditasi
rumah sakit untuk pengendalian terhadap mutu rumah sakit pendidikan

yang menyangkut unsur masukan (input), proses, keluaran (output) dan
hasil (outcome).

PASAL 16
FORCE MAJEURE / KEADAAN MEMAKSA

1. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini adalah
peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang
berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian kerjasama ini. Peristiwa
dimaksud adalah: gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah
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longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang,
pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/
penguasa;

2. Apabila terjadi keadaan Force Majeure sebagaimana yang tersebut pada
ayat (1) dalam Pasal ini, maka pihak yang terkena harus memberitahukan
secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1
(satu) bulan sejak terjadi atau berakhirnya peristiwa yang dimaksud;

3. PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian
kerjasama ini apabila terkendala dengan adanya kejadian Force Majeure
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini.

PASAL 17
KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Ketentuan pelaksanaan kerjasama lebih lanjut diatur dalam Petunjuk
pelaksanaan dan Petunjuk Teknis sebagaimana terlampir yang mengikat dan
tidak dapat dipisahkah dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 18
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK (01 Agustus 2022 sampai
dengan 31 Juli 2025);

2. Perjanjian kerjasama yang berakhir disebabkan habisnya masa berlaku
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, tidak
menghapus atau membebaskan kewajiban yang masih harus dipenuhi
PARA PIHAK;

3. Salah satu pihak tidak dapat membatalkan atau mengakhiri kerjasama ini
sebelum jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam
Pasal ini berakhir, kecuali atas persetujuan tertulis PARA PIHAK, dengan
tidak mengabaikan kepentingan pendidikan dan pelayanan;

4. Perjanjian kerjasama ini dievaluasi setiap 1 (satu) tahun atau jika terdapat
keadaan yang memaksa dapat dilakukan evaluasi dengan segera.
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PASAL 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian
kerjasama ini, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya secara
musyawarah untuk mufakat;

2. Apabila penyelesaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam
Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK bersepakat menyelesaikan
secara hukum dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di
Pengadilan Negeri Purwokerto.

PASAL 20
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih
lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (addendum) yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini;

2. Hal-hal yang bersifat teknis pada perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih
lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis oleh PARA
PIHAK.

PASAL 21
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
DEKAN
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PASAL 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian
kerjasama ini, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya secara
musyawarah untuk mufakat;

2. Apabila penyelesaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam
Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK bersepakat menyelesaikan
secara hukum dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di
Pengadilan Negeri Purwokerto.

PASAL 20
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih
lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (addendum) yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini;

2. Hal-hal yang bersifat teknis pada perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih
lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis oleh PARA
PIHAK.

PASAL 21
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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PASAL 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian
kerjasama ini, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya secara
musyawarah untuk mufakat;

2. Apabila penyelesaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam
Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK bersepakat menyelesaikan
secara hukum dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di
Pengadilan Negeri Purwokerto.

PASAL 20
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih
lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (addendum) yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini;

2. Hal-hal yang bersifat teknis pada perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih
lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis oleh PARA
PIHAK.

PASAL 21
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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II.
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Lampiran Perjanjian Kerjasama antara
Fakultas Kedokteran Universitas
Jenderal Soedirman Purwokerto dengan
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dan
RSUD Cilacap

Nomor

Nomor :019.6 / 07715 / VIII / 2022
Nomor :019.6/22979/16.8

Tanggal : 01 Agustus 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN PRAKTIK
PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN DI RSUD
PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO DAN RSUD CILACAP

PEDOMAN DASAR

Pedoman Dasar Petunjuk Pelaksanaan Praktik Peserta didik Program Studi
Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto adalah Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kedokteran
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan RSUD Prof Dr.
Margono Soekarjo Purwokerto dan RSUD Cilacap tentang Pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi.

TUJUAN
Menjelaskan rincian Pelaksanaan Praktik Peserta didik Program Studi
Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan RSUD
Cilacap.

ISI

Isi Petunjuk Pelaksanaan Kepaniteraan Program Pendidikan Profesi

Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto di

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan RSUD Cilacap adalah

sebagai berikut :

A. Tata Cara Pengiriman Dokter Muda FK Universitas Jenderal
Soedirman Purwokerto ke RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto dan RSUD Cilacap adalah sebagai berikut :

1. Paling lambat satu bulan sebelum Pelaksanaan Kepaniteraan
Klinik Program Pendidikan Profesi, Dekan Fakultas Kedokteran

PIHAK PIHAK PIHAK
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telah memberi tahukan kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono
Soekarjo Purwokerto dan Direktur RSUD Cilacap sebagai Rumah
Sakit Pendidikan Satelit, daftar nama Dokter Muda dan jenis
kepaniteraan yang diikuti;

RSUD Prof.Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebagai RS
Pendidikan Utama menetapkan jumlah kuota peserta didik
Program Pendidikan Profesi Dokter, dan mengirimkan peserta
didik ke RSUD Cilacap sesuai kesepakatan;

. Setiap Dokter Muda yang akan melaksanakan Kepaniteraan Klinik

di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan RSUD
Cilacap wajib mengikuti Pembekalan Kompetensi Dasar di RSUD
Prof. Dr. Margono Soekarjo dan Orientasi di rumah sakit tempat
praktik;

Sumpah janji Dokter Muda dilaksanakan di RSUD Prof. Dr
Margono Soekarjo Purwokerto sebagai RS Pendidikan Utama
Fakultas kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

. Pelaksanaan Kepaniteraan Program Pendidikan Profesi Dokter FK
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto di RSUD Prof. Dr. Margono
Soekarjo Purwokerto dan RSUD Cilacap:

1.

Untuk memulai setiap jenis kepaniteraan klinik yang pertama kali,
paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan kepaniteraan klinik di
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan RSUD Cilacap,
Koordinator dosen pengampu Kepaniteraan klinik di Fakultas
Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto telah
mengadakan pertemuan dengan para dosen Pembimbing dari RSUD
Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan RSUD Cilacap;

. Dosen Tidak Tetap/ Dosen Pembimbing Kepaniteraan Klinik dari

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan RSUD Cilacap
akan diajukan oleh masing-masing Direktur Rumah Sakit kepada
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto;

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto bersama-
sama dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal
Soedirman Purwokerto memberikan keterangan kepada Dokter
Muda yang telah selesai melaksanakan setiap kepaniteraan klinik di
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sesuai dengan
pengajuan oleh Koordinator Dosen Pembimbing dari Fakultas
Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dan
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Koordinator Pembimbing dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto dan Pembimbing dari RSUD Cilacap;

4. Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto bersama-
sama dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal
Soedirman Purwokerto dan Direktur RSUD Cilacap menyusun Tata
Tertib Kepaniteraan Klinik di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto dan RSUD Cilacap.

. Tata Cara Pembayaran Biaya Program Pendidikan Profesi Fakultas
Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto di RSUD Prof.
Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan RSUD Cilacap.

1. Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto bersama-
sama dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal
Soedirman Purwokerto dan Direktur RSUD Cilacap
memusyawarahkan dan menyepakati besarnya biaya Program
Pendidikan Profesi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal
Soedirman Purwokerto di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto dan RSUD Cilacap;

2. Seluruh pembiayaan yang diperuntukkan kepada RSUD Prof, Dr.
Margono Soekarjo Purwokerto dan RSUD Cilacap dibayarkan setiap
periode Kepaniteraan Klinik berlangsung;

3. Seluruh pembiayaan yang diperuntukkan kepada RSUD Prof. Dr.
Margono Soekarjo Purwokerto dan RSUD Cilacap dibayarkan kepada
masing-masing Rumah Sakit.

. Hak-hak Dokter Muda

1. Berhak mendapatkan bimbingan dan pengalaman selama
kepaniteraan Klinik;

2. Berhak mendapatkan ketrampilan sesuai dengan target dari
Kepaniteraan Klinik;

3. Berhak mendapatkan penilaian hasil kepaniteraan Klinik.

. Kewajiban Dokter Muda

1. Menjaga nama baik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, RSUD Cilacap
dan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto;

2. Memakai pakaian seragam lengkap menurut ketentuan Fakultas
Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dan
ketentuan khusus dari ruang kerja instalasi terkait;
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10.

11.

12.

. Datang tepat waktu dan mengisi daftar hadir;

Melapor kepada Kepala Ruang/Unit Pelayanan maupun Instalasi
setempat pada setiap perpindahan kepaniteraan;

. Menjaga sopan santun terhadap pasien, pengunjung, siswa/ peserta

didik, pembimbing, pimpinan dan seluruh pegawai RSUD Prof. Dr.
Margono Soekarjo Purwokerto dan RSUD Cilacap;

Menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan
kekeluargaan di tempat kerja dan lingkungan RSUD Prof. Dr.
Margono Soekarjo dan RSUD Cilacap;

. Mentaati tugas-tugas yang diberikan oleh pembimbing;
- Mematuhi jadwal tugas dan tidak dibenarkan mengganti jadwal tugas

tanpa sepengetahuan pembimbing;

. Mengajukan izin kepada pembimbing apabila berhalangan hadir

dengan tembusan ke Dekan Fakultas Kedokteran Universitas
Jenderal Soedirman Purwokerto;

Membuat laporan pada akhir kegiatan kepaniteraan di
ruang/instalasi terkait;

Mengikuti kegiatan-kegiatan rutin RSUD Prof. Dr. Margono
Soekarjo Purwokerto dan RSUD Cilacap;

Mengikuti Pembekalan dan Orientasi yang dilaksanakan sebelum
Dokter Muda melaksanakan Praktik Kepaniteraan Klinik di RSUD
Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan RSUD Cilacap.

F. Kewajiban Koordinator Pendidikan

1.

2.

W

Melakukan koordinasi tugas-tugas pembimbing kepaniteraan di
bagian masing-masing;

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kepaniteraan bagi
Dokter Muda;

Melakukan koordinasi hasil evaluasi bimbingan kepaniteraan;
Menyampaikan hasil evaluasi bimbingan kepaniteraan ke Bidang
Pendidikan dan Penelitian RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto;

Mengkonsultasikan masalah teknis pendidikan kepada Ketua
KOMKORDIK;

Mengembalikan Dokter Muda tidak lulus kepada Fakultas
Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto melalui
Direktur c.q Bidang Pendidikan dan Penelitian.
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G. Kewgjiban Pembimbing Kepaniteraan (Dosen Tidak Tetap/Dokter
Spesialis)

1.

2.

No o

Memberikan orientasi dan pengarahan pada awal kegiatan
kepaniteraan dan evaluasi pada akhir kepaniteraan Dokter Muda;
Memberikan bimbingan kepada Dokter Muda dalam bentuk lisan
maupun tertulis;

Mengidentifikasi dan menyeleksi jenis penyakit untuk pembelajaran
klinik (ketrampilan klinik, etika dan analisis kritis);

. Mendampingi dan mendemonstrasikan kemampuan profesional

(keterampilan klinik, etika dan analisis kritis) dalam pengambilan
keputusan klinik;

Mendampingi Dokter Muda dalam pengambilan keputusan klinik;
Mengadakan diskusi kasus dan seminar;

Menyerahkan hasil evaluasi bimbingan kepaniteraan kepada
KPS/Kepala Bagian;

. Pembimbing Kepaniteraan akan memberikan peringatan keras dan

sanksi kepada Dokter Muda yang melanggar disiplin/etika dan tata
tertib serta ketentuan dan peraturan yang berlaku di RSUD Prof. Dr.
Margono Soekarjo Purwokerto dan RSUD Cilacap;

Pembimbing kepaniteraan wajib melaporkan kepada KPS/Kepala
Bagian tentang peringatan yang diberikan kepada Dokter Muda.

H. Kewajiban Bidang Pendidikan dan Penelitian RSUD Prof. Dr. Margono
Soekarjo Purwokerto

1.

Menjawab surat pemberitahuan rencana Kepaniteraan bagi Dokter
Muda Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto;

. Menyelenggarakan serah terima Dokter Muda dan Pembekalan dan

Orientasi bagi Dokter Muda;

. Mengelola administrasi keuangan dan bimbingan Kepaniteraan bagi

Dokter Muda;

Menyerahkan Dokter Muda kepada para Kepala Bagian (KPS/Kordik)
RSUD Prof. dr. margono Soekarjo Purwokerto selaku Koordinator
Kepaniteraan di tiap-tiap bagian;

Menyerahkan Dokter Muda kepada Direktur RSUD Cilacap bag1
peserta didik yang melaksanakan kepaniteraan klinik di RSUD
Cilacap.
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Kewajiban Bidang Pendidikan dan Penelitian RSUD Cilacap
1. Menjawab surat pemberitahuan rencana Kepaniteraan bagi Dokter

Muda Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto;

. Menyelenggarakan serah terima Dokter Muda dan Pembekalan dan
Orientasi bagi Dokter Muda;

. Mengelola administrasi keuangan dan bimbingan Kepaniteraan bagi
Dokter Muda;

. Menyerahkan Dokter Muda kepada para Kepala Bagian (KPS/Kordik)
RSUD Cilacap selaku Koordinator Kepaniteraan di tiap-tiap bagian;

. Menyerahkan nilai peserta didik yang melaksanakan kepaniteraan
klinik di RSUD Cilacap ke bidang pendidikan dan penelitian RSUD
Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

PIHAK KESATU

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
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Lampiran Perjanjian Kerjasama antara
Fakultas Kedokteran Universitas
Jenderal Soedirman Purwokerto dengan
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dan
RSUD Cilacap

Nomor

Nomor :019.6 / 07715 / VIII / 2022

Nomor :019.6/22979/16.8
Tanggal : 01 Agustus 2022

PETUNJUK TEKNIS BIMBINGAN PRAKTIKAN
PRAKTIK PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN DI RSUD PROF. Dr. MARGONO
SOEKARJO PURWOKERTO DAN RSUD CILACAP

A. KETENTUAN UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO

A.1 PENGIRIMAN PESERTA DIDIK & PEMBAYARAN

1. Sebelum mengirim peserta didik praktik, wajib memberitahukan
rencana pengiriman peserta didik praktikan ke RSUD Prof. Dr. Margono
Soekarjo Purwokerto disertai proposal, daftar nama, tingkat dan
kemampuan yang akan dicapai oleh praktikan;

2. Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
menyerahkan praktikan baru ke RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto;

3. Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
menyediakan form yang diperlukan peserta didik dalam praktik di RSUD
Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;

4. Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
membuat master jadwal praktik bagi peserta didik yang praktik di RSUD
Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan RSUD Cilacap;

5. Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
menyediakan form penilaian, serta meminta hasil penilaian peserta didik
setiap periode praktik ke Bidang Diklit RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto;
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Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
melakukan supervisi dan mengadakan rapat-rapat berkala untuk
kelancaran praktik peserta didik;

Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto wajib
menanggung biaya bimbingan praktik peserta didik di RSUD Cilacap
sesuai Peraturan Bupati Cilacap dan kesepakatan KEDUA BELAH
PIHAK;

. Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto wajib

mengganti biaya kerusakan alat-alat akibat penggunaan praktik bagi
peserta didik atas persetujuan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono
Soekarjo Purwokerto dan RSUD Cilacap;

. Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto akan

melaksanakan supervisi bagi peserta didik yang praktik di RSUD Prof.
Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan RSUD Cilacap sesuai peraturan
dan kesepakatan PARA PIHAK;

10.Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto akan

membuat surat keputusan sebagai pembimbing praktik atas usul
Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan RSUD
Cilacap;

11.Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto akan

melaksanakan tindak lanjut atas sanksi peserta didik praktikan yang
dikenakan sanksi selama praktik di RSUD Prof. Dr. Margono Soeckarjo
Purwokerto dan RSUD Cilacap.

A.2. HAK - HAK PESERTA DIDIK

1.

2.

Peserta didik mempunyai hak untuk mendapatkan bimbingan dan
pengalaman selama praktik;

Peserta didik mempunyai hak mendapatkan ketrampilan sesuai dengan
target;

. Peserta didik mempunyai hak untuk mendapatkan penilaian hasil

bimbingan praktik di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan
RSUD Cilacap;

. Mendapatkan sertifikat Technical Assistance (TA) yang berlaku selama 2

tahun.
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A.3. KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

1. Wajib mengikuti Technical Assistance (TA) berupa orientasi &
pembekalan peserta didik tentang 7 kemampuan dasar meliputi
customer service, Patient Safety, PPl, K3, BHD, early warning system,
code blue dan PPRA selama 2 hari dengan biaya mandiri peserta didik/
Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal
Soedirman Purwokerto;

2. Wajib menjaga nama baik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto,
RSUD Cilacap dan nama baik Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal
Soedirman Purwokerto.

3. Wajib memakai seragam lengkap menurut ketentuan Fakultas
Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dan ketentuan
khusus di ruang kerja di Instalasi terkait.

4. Wajib datang di tempat kerja pada waktunya dan mengisi daftar hadir.

- Wajib melapor kepada kepala ruang / unit pelayanan maupun instalasi

setempat pada setiap perpindahan bimbingan praktik.

6. Peserta didik wajib menjaga sopan santun terhadap pasien, pengunjung,
peserta didik, pembimbing, dan seluruh pegawai RSUD Prof. Dr.
Margono Soekarjo Purwokerto dan RSUD Cilacap

7. Wajib menjaga kebersihan, keindahan, keamanan, dan kekeluargaan di

tempat kerja dan lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dan

RSUD Cilacap

Wajib mentaati tugas-tugas yang diberikan oleh pembimbing.

Wajib mematuhi jadual tugas dan tidak dibenarkan menukar jadual

tugas tanpa sepengetahuan pembimbing, termasuk tugas pada hari

libur/ hari besar.

10. Wajib mengajukan ijin kepada pembimbing apabila berhalangan hadir
dengan tembusan kepada Direktur RS, dan Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

11. Wajib lapor pada akhir kegiatan bimbingan praktik ke Ka. Ruang/ Ka.
Instalasi terkait.

0

©

B. KETENTUAN UNTUK RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO
PURWOKERTO.

1. Menjawab surat pemberitahuan rencana bimbingan praktik bagi peserta
didik Program profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas jenderal
soedirman Purwokerto;
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2. Menyiapkan dan membagi jadwal bimbingan praktik ke Instalasi terkait;

Menyelenggarakan serah terima peserta didik praktikan;

4. Mengurus administrasi keuangan dan surat-menyurat tentang
bimbingan praktik peserta didik;

S. Menyerahkan peserta didik praktikan ke Pembimbing Lapangan untuk
melaksanakan bimbingan praktik;

6. Menyerahkan hasil nilai akhir ke Program Studi Profesi Dokter Fakultas
Kedokteran Universitas Jenderal Ssoedirman Purwokerto.

@

. KETENTUAN UNTUK RSUD CILACAP

1. Menjawab surat pemberitahuan rencana bimbingan praktik bagi peserta
didik Program profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas jenderal
soedirman Purwokerto;

2. Menyiapkan dan membagi jadwal bimbingan praktik ke Instalasi dan

bagian/departemen terkait;

Menyelenggarakan serah terima peserta didik praktikan;

4. Mengurus administrasi keuangan dan surat-menyurat tentang
bimbingan praktik peserta didik;

5. Menyerahkan peserta didik praktikan ke Koordinator Pendidikan untuk
melaksanakan bimbingan praktik;

6. Menyerahkan hasil nilai akhir ke departement bidang Pendidikan dan
penelitian RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

w
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